SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA
NOMOR : W29-A1/ 595 /OT.00/111/2022

TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (21) MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Menimbang

Mengingat

10.

1.

PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA
KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan dan pemerhati peradilan, diperlukan adanya suatu perubahan di
lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ;

bahwa untuk mewujudkan program Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpan
Nomor 52 Tahun 2014 perlu secara konkrit dilaksanakan secara menyeluruh
pada satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ;

bahwa salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas yaitu
perlunya menetapkan kelompok kerja yang membidangi 6 (enam) komponen
pengungkit dan 2 (dua) unsur indikator hasil pembangunan zona integritas
dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ;

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan promosi dan mutasi hakim dan aparatur pada
Pengadilan Agama Temate Kelas |IA dipandang perlu merubah susunan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Temate Kelas IA;

bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi ;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi ;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi ;

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal
5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pembaruan Peradilan ;

13. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25
November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Mahkamah Agung RI ;

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Rl Nomor 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas (Zl) Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK);

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA
TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN
AGAMA TERNATE KELAS IA ;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tentang
Revisi Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
Pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Nomor W28-A1/1008/0T.00/VIII/2021
tanggal 9 Agustus 2021,

Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang baru sebagaimana tersebut dalam
lampiran keputusan ini;

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas bertugas :

a. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan
memprioritaskan pada target tujuan Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;

b. Memberikan dukungan kepada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Pengadilan Agama Temate Kelas IA ;

¢. Membangun Koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang
efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama
Temate Kelas IA ;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Temate
Kelas IA ;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya
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1. Ketua Mahkamah Agung RI ;

2. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;

3. Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI ;
4, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara ;



REVISI PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IA

Nomor 1 W29- /OT.00/11/2022
Tanggal : 2 Maret 2022
TENTANG

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRAS| BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA

Pembina Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBKAWBBM

Ketua Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBKAWBBM

Koordinator Teknikal Zona Integritas
Menuju WBKAWBBM

Koordinator Operasional Zona Integritas
Menuju WBKAWBBM

Area (1) Manajemen Perubahan
Kooordinator
Anggota

Area (2) Penataan Tata Laksana
Kooordinator
Anggota

Area (3) Penataan Sistem Manajemen
SDM

Kooordinator

Anggota

Area (4) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Kooordinator
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Drs. Djabir Sasole,

Abdul Rahman Salam, S. Ag. M.H

Hj. Andi Wanci, S. Ag.,M.H

Syafrudin, S. Ag

Ismail Wamangan, S.H., M.H.

Hasanah, S.H.I

Nurasia, S.H.l., M.H

Asrin, S.H

Mohammad Aries Ode, S.H.
Anwar Ahmad, S.T

Hj. Andi Wanci, S. Ag., M.H
Marini Abdullah, S.HI
Kartini Pandjab, S.H

Irna Yanti Tjan, S.H

Jusri Rusli, S.H

Nurul Yunita

Syafrudin, S. Ag
Sarmin, S.E

Jumriyani, S.T., S.H
Rugaya Alkatiri, S.H
Lastri, S.T.

Kasman M. Kamal, S.H
Nikmat Temarwut

Miradiana, S.H., M.H
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Wakil Ketua

Panitera

Sekretaris

Hakim

Panitera Muda Hukum
Panitera Pengganti
Jurusita

Jurusita

PPNPN

Panitera
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
PPNPN
PPNPN

Sekretaris

Kasubag Kep dan Ortala
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Pelaksana (CPNS)
PPNPN

PPNPN

Hakim




Anggota

Area (5) Penguatan Pengawasan
Kooordinator
Anggota

Area (6) Penguatan Kualitas Pelayanan
Publik
Kooordinator

Anggota

Masruroh, SE

Husna Hamisi, S.H
Hidayah Madaul, S.H
Faradillah, A.Md

Asri Said, A.Md
Junaidi Temarwut

Drs. H. Marsono, M.H.
Djulaiha Nahumarury, S.PI
Muznahwati Quilim, S.E
Munira Juniarti, S.H
Arifandi Kadir

Suhardi Madjid

Idham Payapo, S.H
Zunaya, S.Ag

Aulia Br. Mangunsong, S.H
Sitti Hajar Muhammad, S.H
Yanti La Kuba, A.Md.
Jajang Kurmiawan, A.Md.
Rugaya Saulatu, S.H.

Kasubag Perenc, Tl dan Pel.
Panitera Pengganti

Jurusita

Pelaksana

PPNPN

PPNPN

Hakim

Kasubag Umum dan Keu
JSP

JSP

Pelaksana

PPNPN

Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Pelaksana

Pelaksana (CPNS)

PPNPN
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